
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

PERATURAN  GUBERNUR JAWA TENGAH 
   NOMOR 20 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 24 

TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli 

daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah 
yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah 
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah 
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2014; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya 
dalam rangka mengoptimalkan aset dan guna peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan indeks 
harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan 
masyarakat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah(Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  



 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak 



Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 
4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 
6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 70); 

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014 Nomor 31); 

 
 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 
 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 
2014 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif 
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014 Nomor 31) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I; 
2. Ketentuan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II; 
3. Ketentuan Lampiran VI diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III; 
4. Ketentuan Lampiran VII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV; 
5. Ketentuan Lampiran VIII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V; 
6. Ketentuan Lampiran X diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI; 
7. Ketentuan Lampiran XI diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII; 
 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  
 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 25 Maret 2015 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 25 Maret 2015 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 

ttd 
 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 20. 


